LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 5

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI GUNUNGKIDUL,

a. bahwa dalam rangka mendukung

pengembangan kepariwisataan
dipandang perlu pengaturan tentang
penyelenggaraan kepariwisataan;

. bahwa pengaturan kepariwisataan

sebagaimana dimaksud pada huruf a
dimaksudkan untuk mengangkat dan
melindungi nilai-nilai budaya, agama,
adat istiadat, optimalisasi potensi
ekonomi dan karakteristik Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003
tentang Usaha Pariwisata dan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin
Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi
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Mengingat

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu
mengatur kembali peraturan daerah
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang  Kepariwisataan  (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dan hal
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun
1996 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2010 tentang Pengusahaan Pariwisata
Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan
Taman Wisata Alam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
44);

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata ~ Nomor: PM.85/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Perjalanan
Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata ~ Nomor: PM.86/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyediaan
Akomodasi;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata ~ Nomor: @ PM.87/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan
Minuman;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: @ PM.88/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor: PM.89/ HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi
Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: @ PM.90/HK.501/



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: PM.91/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: PM.92/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: PM.93/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata ~ Nomor: @ PM.94/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan
Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: PM.95/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Informasi
Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata  Nomor: PM.96/HK.501/
MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/
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23.

24.

25.

MKP/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Wisata Spa;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01
seri E)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010 Nomor 7 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-
2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri
E);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan memiliki tugas pemerintahan di
bidang tertentu di Daerah.

SKPD Pelaksana adalah SKPD yang memiliki tugas dan
fungsi di bidang kepariwisataan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung
jawab oleh Bupati.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan yang melakukan usaha di bidang
pariwisata meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara,
Daerah atau Desa.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dan Dbersifat multidimensi serta
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disbut Destinasi
Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam
satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas
pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang
atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala hal ikhwal
yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta
menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi
syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi
daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya
dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi,
akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan
dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan
melestarikan unsur budaya baik tangible (nampak)
maupun intangible (tidak nampak).

Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan
daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta
bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan
keindahan alam.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes
adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang
didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari
keuntungan.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP
adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor
pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah
melakukan pendaftaran perusahaan.

24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat

(1)

(2)

TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa
usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah
tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan Kkepariwisataan
adalah untuk menjamin kepastian kewajiban, hak, dan
tata cara pengelolaan pariwisata.

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan untuk :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
mengurangi kemiskinan;
mengatasi pengangguran;
melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
memajukan kebudayaan;
mengangkat citra bangsa;
memupuk rasa cinta tanah air;
memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya,
bangsa, dan agama; dan
memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan,
dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata
daerah.
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Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

mo oo T
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manfaat;
kekeluargaan;
pemerataan;
keseimbangan,;
kemandirian;
kelestarian;



